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Abstract 
The purposes to be achieved were to determine and to analyze the implementation of School 
Operational Assistance Fund Program at State Senior High School 1 of Bambalamotu in North 
Mamuju Regency. The type of this study was qualitative study by taking people, employees of State 
Senior High School 1 of Bambalamotu, staff of North Mamuju Department of Education, Culture, 
Youth, and Sportsas informants puposively. The data collection technique comprised participant 
observation, in depth interview, documentation, and triangulation.The data analysis technique 
comprised data reduction, data display, conclusion, and verification.The results showed that the 
implementation of School Operational Assistance Fund Program at State Senior High School 1 of 
Bambalamotu in North Mamuju Regency had been running, but not yet optimal due to the content 
of policywhere determination of poor studentscriteria was not accurate in the School Budget Plan, 
resulting in many less fortunate students who did not get any help from School Operational 
Assistance Fund. The resources involved were limited, both in terms of quality and quantity, 
resulting in still less skilled program managers and lack of monitoring functions. Whereas the 
implementation context was not maximized due to the low level of implementers’ 
compliance,making School Operational Assistance Fund Program has not been on target in 
accordance with designation and school needs. 
Keywords: Content of Policy, Implementation Context 
 
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara 
yang berusia 7 - 15 tahun wajib mengikuti 
pendidikan Dasar". Konsekuensi dari amanat 
undang-undang tersebut maka pemerintah 
wajib memberikan layanan pendidikan bagi 
seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan 
dasar (SD/Ml dan SMP/MTs,SMA negeri 
maupaun swasta serta Satuan Pendidikan 
Sederajat) bahwa kebijakan publik yang pro 
pembangunan sosial dilakukan guna 
merebonding dominasi global dan 
kapitalisme sehingga tidak menabrak 
keadilan dan kesejahteraan sosial demikian 
penegasan Edi Suharso, Ph, D. (2010;43). 
 Dalam pemberian Dana  Bantuan 
Operasional Sekolah  kepada sekolah, Dinas 
Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara telah 
diberikan kepercayaan oleh Kementrian 
Pendidikan Menengah langsung kepada 
sekolah menengah  untuk  mengelola dan 
menyalurkan. Dalam penyaluran dana 
Bantuan Operasional Sekolah tersebut Dinas 
Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara 
bekerja sama dengan pihak PT. Bank BRI 
Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat. Hal ini 
dimaksudkan untuk memudahkan dalam 
pendistribusian kepada sekolah-sekolah 
menegah atas di daerah terpencil. Namun 
dalam proses penyaluran dana Bantuan 
Operasional Sekolah dari tahun ke tahun 
mengalami perubahan. 
Pelaksanaan penyaluran dan 
pengelolaan dana Bantuan Operasional 
Sekolah  wajib berpedoman pada Buku 
Panduan Pelaksanaan BOS yang diterbitkan 
setiap tahun oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan serta Departemen Agama 
sebagai departemen teknis yang 
bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan 
pengelolaan program ini. Dijelaskan pula 
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bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
adalah program pemerintah yang berasal dari 
relokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di 
bidang pendidikan.  Program ini bertujuan 
untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah 
(affirmative action) bagi siswa miskin 
sekolah menengah atas dengan membebaskan 
(free waive) dan atau membantu (discoun 
free). Dengan BOS diharapkan siswa dapat 
memperoleh layanan pendidikan dasar yang 
lebih  bermutu sampai tamat dalam rangka 
penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. 
Sasaran program Bantuan Operasional 
Sekolah adalah semua sekolah setingkat 
SMA, baik negeri maupun swasta di seluruh 
provinsi di Indonesia.  Hal tersebut juga telah 
di atur dalam PERMENDIKBUD  No. 24 
tahun 2013 sebagai  Petunjuk Teknis  
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Tahun 
2015. 
Permasalahan Program BOS di SMA 
NEGERI 1 Bambalamotu Kabupaten 
Mamuju Utara, secara konsep program 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
diberikan untuk mengurangi beban 
masyarakat, khususnya masyarakat miskin 
atau tidak mampu agar mereka dapat 
memperoleh layanan pendidikan Wajib 
Belajar yang memadai dan bermutu, akan 
tetapi kenyataan praktek dilapangan 
pelaksanaan program BOS belum dapat 
berjalan seperti yang kita harapkan, hal ini 
dapat kita buktikan masih terdapat siswa 
tidak mampu yang belum memperoleh 
layanan pendidikan secara memadai seperti 
mereka tetap saja dalam memperoleh layanan 
pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan, 
contoh tiap peringatan hari besar yang 
dilakukan oleh sekolah, dan tentunya masih 
banyak pungutan yang harus ditanggung 
siswa yang dilakukan oleh sekolah dengan 
berbagai alasan. Padahal keberadaan program 
BOS seharusnya dapat membantu bagi 
masyarakat tidak mampu yang seharusnya 
untuk mendapatkan bantuan. 
 Kelemahan lain pelaksanaan program 
BOS adalah secara konseptual BOS diberikan 
kepada siswa/siswi tidak mampu atau 
masyarakat miskin, tetapi kenyataan 
dilapangan belum sepenuhnya siswa/siswi 
miskin/tidak mampu mendapatkan layanan 
pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini 
sangat bertentangan dengan konsep program 
bantuan BOS sehingga perlu diluruskan.  
Permasalahan lain adalah penggunaan 
dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak 
pernah melakukan musyawarah dengan orang 
tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan 
RAPBS, sebaiknya orang tua murid /wali 
diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi 
memberikan bantuan kekuarangan anggaran 
sekolah yang sudah di tetapkan oleh sekolah, 
belum lagi masih rendahnya tingkat 
akuntabilitas, penggunaan dan 
pertanggungjawaban dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah 
tidak di publikasikan atau belum pernah 
dilakukan audit oleh Akuntan publik, 
sehingga akuntabilitas dan kredibilitas masih 
diragukan. 
 Ketertarikan untuk melakukan 
penelitian tentang pelaksanaan BOS adalah 
dana BOS di SMA Negeri 1 Bambalamotu 
tersebut dengan jumlah Anggaran Tahun 
2014 sebanyak Rp. 419.000.000.-  dan Tahun 
2015 sebanyak 549.600.000.- yang tidak 
diberikan langsung kepada siswa akan tetapi 
diterima dan dikelola oleh sekolah dan 
program BOS belum pernah dilakukan 
penelitian, baik oleh lembaga sekolah 
maupun lembaga lain sehingga sampai saat 
ini belum mengatahui seberapa manfaat dan 
cakupan, pemertaan BOS bagi siswa/siswi 
miskin atau kurang mampu. Oleh karena itu 
untuk mengetahui tingkat efektivitas capaian 
sasaran program BOS di SMA Negeri 1 
Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara 
sekiranya perlu dilakukan kajian melalui 
Penelitian Implementasi  program, dari 
sinilah maka penelitian ini akan mengangkat 
judul:“Implementasi Program Bantuan 
Operasional Sekolah (Bos) Sma Negeri 1 
Bambalamotu Di Kabupaten Mamuju Utara”. 
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METODE 
Penelitian ini adalah penelitian 
Kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang 
dimaksudkan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai status atau gejala yang 
ada di lokasi penelitian. Menurut kendala apa 
adanya pada saat penelitian dilakukan 
(Arikunto, 2002:309).  
Penelitian yang dimaksud tidak hanya 
terbatas pada pengumpulan data tetapi juga 
meliputi analisis dan interprestasi tentang arti 
data tersebut. selain itu semua data yang 
dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci 
terhadap apa yang diteliti. Metodelogi 
penelitian ilmiah merupakan operasionalisasi 
dari metode ilmiah, dengan demikian struktur 
berfikir penelitian ilmiah adalah metode 
ilmiah Eriyanto, Fadjar Sofyar (2007:7). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
sebagai langkah nyata pemerintah dalam 
rangka peningkatan akses masyarakat 
terhadap pendidikan dasar sekaligus sebagai 
upaya penuntasan target wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun. Sebagai wujud 
fokus Pemerintah  untuk meringankan beban 
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan 
dalam rangka wajib belajar sembilan tahun 
yang bermutu maka sasaran program BOS 
adalah semua sekolah setingkat SMA baik 
negeri maupun swasta.  
Program Bantuan Operasional Sekolah 
SMA Negeri 1 Bambalamotu yang dimulai 
sejak tahun 2013, telah berperan secara 
signifikan dalam percepatan pencapaian 
program wajib belajar sembilan tahun. Oleh 
karena itu, mulai Tahun 2014 pemerintah 
telah melakukan perubahan tujuan, 
pendekatan dan orientasi program Bantuan 
Operasional Sekolah, dari perluasan akses 
menuju peningkatan kualitas.  
Berikut ini beberapa pengertian dasar 
dari Program BOS SMA:  
1. BOS SMA adalah program pemerintah 
untuk mendukung pelaksanaan program 
Pendidikan Menengah Univesal yang 
terjangkau dan bermutu. 
2. BOS SMA adalah program pemerintah 
berupa pemberian dana langsung kepada 
SMA negeri dan swasta untuk membantu 
memenuhi Biaya Operasional Non-
Personalia Sekolah. 
3. Sebagai wujud keberpihakan terhadap 
siswa miskin atas pemberian dana BOS, 
sekolah diwajibkan untuk memberikan 
kompensasi membebaskan (fee waive) 
dan/atau membantu (discount fee) siswa 
miskin dari kewajiban membayar iuran 
sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan 
ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada 
di kabupaten/kota/provinsi yang telah 
menerapkan pendidikan gratis, sekolah 
tidak diwajibkan memberikan pembebasan 
(fee waive) dan/atau membantu (discount 
fee) siswa miskin. 
4. BOS SMA digunakan untuk membantu 
memenuhi biaya operasional non-
personalia sekolah termasuk didalamnya 
pengadaan buku Kurikulum 2013. 
5. Besaran dana BOS yang diterima sekolah 
dihitung berdasarkan jumlah siswa 
masing-masing sekolah dan satuan biaya 
(unit cost) bantuan. 
Keberhasilan implementasi menurut 
Merile S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh 
dua variabel besar, yakni isi kebijakan 
(content of policy) dan lingkungan 
implementasi (context of implementation). 
Variabel isi kebijakan ini mencangkup  
sejauh mana kepentingan kelompok sasaran 
termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat 
yang diterima oleh target group; sejauhmana 
perubahan yang diinginkan dari sebuah 
kebijakan; apakah letak sebuah program 
sudah tepat, sedangkan lingkungan kebijakan 
mencakup seberapa besar kekuasaan, 
kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh 
para actor yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan; karakteristik institusi dan rejim 
yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan 
responsivitas kelompok sasaran. 
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Pendekatan top-down yang 
dikemukakan Merilee S. Grindle adalah 
pendekatan yang disebut dengan 
Implementation as A Political and 
Administration Process. Dimana bahwa yang 
diukur dalam implementasi suatu kebijakan 
adalah dilihat dari proses dan pencapaian 
akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya 
yang ingin diraih. 
 
Content of Policy (Isi Kebijakan) 
Regulasi adalah Kebijakan publik yang 
merupakan serangkaian tindakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai 
tujuan tertentu berkenaan dengan masalah 
tertentu yang diorientasikan pada 
penyelesaian masalah publik. Kebijakan 
publik yang ditetapkan pemerintah 
diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau 
harapan terhadap suatu kondisi yang 
mempunyai dampak bagi banyak pihak. 
Tujuan dari kebijakan yang telah di 
formulasikan dapat dicapai melalui 
pelaksanaan kebijakan tersebut atau 
diistilahkan dengan implementasi kebijakan.  
Salah satu kajian tentang kebijakan 
publik terkait dengan implementasi kebijakan 
yang mengarah pada proses pelaksanaan 
kebijakan. Dalam praktik implementasi 
kebijakan merupakan proses yang sangat 
kompleks, sering bernuansa politis dan 
memuat adanya intervensi kepentingan. 
Kompleksitas implementasi bukan saja 
ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit 
organisasi yang terlibat, tetapi juga 
dikarenakan proses implementasi dipengaruhi 
oleh berbagai faktor yang kompleks, baik 
faktor yang individual maupun faktor 
organisasional, dan masing-masing variabel 
pengaruh tersebut juga saling berinteraksi 
satu sama lain. 
Keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan publik dapat diukur dari proses 
pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu 
tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin 
diraih yang dijalankan berdasarkan 
kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, 
derajat perubahan yang diinginkan, letak 
pengambilan keputusan, pelaksanaan 
program, dan sumberdaya yang dilibatkan. 
Untuk mengetahuicontent of policy (isi 
kebijakan) dalam penelitian ini, maka dapat 
dilihat dari aspek-aspeknya. Untuk itu dapat 
dilihat dari hasil wawancara yang diuraikan. 
a) Interest Affected (Kepentingan-
Kepentingan yang mempengaruhi). 
Interest Affected berkaitan dengan 
berbagai kepentingan yang mempengaruhi 
suatu implementasi Kebijakan dalam 
pelaksanaannya pasti melibatkan banyak 
kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-
kepentingan tersebut membawa pengaruh 
terhadap implementasi. 
Berkaitan dengan content of policy (isi 
kebijakan) dalam implementasi Program 
Dana BOS SMA Negeri 1 Bambalamotu 
Kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat 
bahwa hasil wawancara yang dikemukakan 
memberikan gambaran, dimana kepentingan 
kelompok sasaran pada kebijakan ini telah 
terpenuhi, yang ditunjukkan oleh harapan 
masyarakattentang bantuan beban biaya 
sekolah terhadap anak-anaknya terbantukan. 
Bila kebutuhan masyarakat terpenuhi 
ternyata mendorong masyarakat di 
Kecamatan Bambalamotu untuk 
menyekolahkan anak-anaknya kejenjang 
SMA, hal ini dapat dikatakan bahwa 
masyarakat merasa bahwa kepentingan 
mereka terakomodir oleh adanya kebijakan 
tersebut. Berkaitan dengan konten atau isi 
kebijakan, maka dapat digambarkan bahwa 
implementasi kebijakan tersebut memberikan 
dorongan bagi masyarakat untuk lebih peduli 
pada perkembangan pendidikan, terutama 
bagi masyarakat yang kurang mampu dan 
memiliki anak yang memiliki prestasi dan 
ingin bersekolah. 
b) Type of Benefits (Tipe Manfaat) 
Pada Type Benefits kebijakan 
implementor berupaya untuk menunjukkan 
atau memperjelas bahwa dalam suatu 
kebijakan harus terdapat beberapa jenis 
manfaat yang menunjukkan dampak positif 
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yang dihasilkan oleh pengimplementasian 
kebijakan yang hendak dilaksanakan. 
Dalam aturan BOS penyelenggaraan 
program BOS tidak secara tegas ditentukan 
apakah BOS untuk subsidi umum atau 
subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa 
miskin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa 
dalam pelaksanaanya BOS cenderung 
diperlakukan sebagai subsidi umum untuk 
membiayai kegiatan operasional sekolah dan 
semua murid menerima manfaat program 
BOS. Secara konseptual, sekolah memegang 
kunci dalam penentuan penggunaan BOS 
termasuk dalam kebijakan pemberian 
bantuan khusus untuk siswa miskin. 
Berdasarkan ketentuan (panduan BOS) dana 
BOS di kelola oleh Kepala Sekolah, 
Guru/tenaga administrasi. Uang dikirim 
langsung ke nomor rekening sekolah oleh 
BRI sebagai lembaga penyalur yang 
ditentukan Tim Manajemen Provinsi. 
Sekolah boleh menggunakan BOS tersebut 
dengan berbagai jenis kegiatan berdasarkan 
RAPBS yang disusun oleh sekolah dan 
komite sekolah. RAPBS sebagai persyaratan 
untuk menerima BOS harus mendapat 
persetujuan Ketua Komite Sekolah. 
Upaya yang dilakukan pemerintah 
dalam menerapkan kebijakan publik yang 
dalam hal ini implementasi Program Dana 
BOS di Kabupaten Mamuju Utara bertujuan 
untuk kepentingan masyarakat, di mana 
dengan keberadaan Dana BOS dapat 
membantu Pihak Sekolah dalam membenahi 
penunjang-penunjang Pendidikan, seperti 
kebutuhan Alat Tulis Kantor, Pengembangan 
Perpustakaan, Perawatan Sekolah, 
Pengembanagan profesi Guru. Dengan tujuan 
untuk mewujudkan layanan pendidikan yang 
terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan 
masyarakat dalam rangka mendukung PMU. 
Implementasi ProgramDana BOS 
bertujuan untuk mewujudkan layanan 
pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi 
semua lapisan masyarakatdi Kabupaten 
Mamuju Utara sehingga diharapkan sasaran 
kebijakan yang dalam hal ini masyarakat 
dapat menindaklanjuti keberadaan kebijakan 
tersebut. Kelompok sasaran kebijakan (target 
group) yaitu orang atau sekelompok orang, 
atau organisasi dalam masyarakat yang 
perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi 
oleh kebijakan yang bersangkutan, karena 
kebijakan Dana Bos ini bertujuan untuk 
mengatasi suatu permasalahan publik yang 
umumnya di Indonesia dan khususnya di 
Kabupaten Mamuju Utara, maka dari itu 
masyarakat termasuk elemen penting dari 
sebuah kebijakan publik. 
Disamping Program Dana BOS 
tersebut Membantu biaya operasional sekolah 
termasuk pengadaan buku, mengurangi angka 
putus sekolah SMA, meningkatkan Angka 
Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA, 
mewujudkan keberpihakan pemerintah 
(affimative action) bagi siswa miskin SMA 
dengan membebaskan (fee waive) dan/atau 
membantu (discount fee) tagihan biaya 
sekolah bagi siswa miskin., memberikan 
kesempatan yang setara (equal opportunity) 
bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan 
layanan pendidikan yang terjangkau dan 
bermutu, dan paling penting adalah dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
di sekolah. 
Melihat hasil tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi Program 
Dana BOS di SMA Negeri 1 Bambalamotu 
Kabupaten Mamuju Utara  terkait dengan 
tipe manfaat untuk dapat membantu 
pemerintah setempat dalam mengatasi 
permasalahan pendidikan belum efektif 
diamana terlihat adanya beberapa indicator 
yang tidak terpenuhi seperti masih lambatnya 
pengelolaan, tidak tepat sasaran. 
c) Extent of Change Envision (derajat 
perubahan yang ingin dicapai). 
Setiap kebijakan mempunyai target 
yang hendak dan ingin dicapai. Content of 
policy yang ingin dijelaskan pada poin 
derajat perubahan yang ingin dicapai adalah 
seberapa besar yang telah dilakukan oleh 
impelementor kebijakan terkait dengan Dana 
BOS SMA Negeri 1 Bambalamotu. 
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Adapun derajat perubahan pelaksanaan 
BOS ternyata bagi sekolah sangat positif, 
untuk mengetahui perubahan program BOS 
peneliti melakukan pengumpulan data 
kualitatif hasilnya secara umum bahwa BOS 
dapat memperkuat kemampuan sekolah 
dalam memberikan materi pembelajaran dan 
kegiatan tambahan kepada siswa dalam 
rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dari 
SMA Negeri 1 Bambalamotu yang menjadi 
informan menyatakan bahwa, dana BOS 
dapat mendorong masyarakat dalam 
berpartisifasi pada pendidikan, dan dapat 
meningkatkan kapasitas sekolah untuk 
memenuhi biaya operasional sekolah. 
Sedangkan dampak yang dirasakan oleh 
sekolah dengan adanya program BOS antara 
lain; adanya peningkatan kuantitas dan 
kualitas sarana pendidikan hal ini akan dapat 
meningkatkan kualitas proses belajar 
mengajar siswa, dampak yang dirasakan oleh 
siswa adalah adanya beban biaya sekolah 
menjadi lebih berkurang. 
Dari penjelasan diatas tentang derajat 
perubahan sudah, tetapi masih kurang 
maksimal dimana masih ada salah satu dari 
tiga belas yang dapat dibiayai pada 
penganggaran Dana BOS dan sangat 
dibutuhkan dalam proses belajar disekolah 
belum diatasi dengan baik. 
d) Site of Decision Making (Letak 
pengambilan keputusan) 
Pengambilan keputusan dalam suatu 
kebijakan memegang peran penting dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada 
bagian ini harus dijelaskan dimana letak 
pengambilan keputusan dan siapa saja yang 
dilibatkan terkait Dana BOS yang akan 
diimplementasikan, letak pengambilan 
keputusan tersebut adalah sikap para 
pelaksana kegiatan. 
Luthfi (2008:19) mengemukakan 
bahwa buruknya pelayanan publik di 
Indonesia disebabkan belum berubahnya 
sikap dan paradigma dari aparat pemerintah 
dalam pemberian pelayanan yang masih 
rules-driven atau berdasar perintah dan 
petunjuk atasan. Sebaiknya setiap aparat 
memahami esensi dari pelaksanaan tugasnya 
sebagai pelayan masyarakat. 
Oleh karena itu peneliti berasumsi 
bahwa Aparatur birokrasi di SMA Negeri 1 
Bambalamotu perlu mengembangkan sikap 
sebagai abdi masyarakat dan disamping abdi 
negara yang berarti memiliki kewajiban 
memberikan pelayanan umum pada publik 
yang pada dasarnya sangat kompleks.  
Hal tersebut dapat dicermati hasil 
wawancara dari beberapa Orang siswa  
penerima bantuan operasional sekolah 
dengan  Bapak Basri,  menyatakan bahwa : 
“Dalam penentuan pengalokasian Anggaran 
kami tidak pernah dilibatkan. Dan kalau 
ditanyakan masalah pelayanan dan sikap, 
kami sering memasukan berkas proposal 
bantuan dana operasional sekolah kepada 
kepala sekolah seperti kegiatan osis, kepala 
sekolah sudah disposisi proposal kami, untuk 
di cairkan dananya lewat bendahara akan 
tetapi pas kami memberikan disposisi 
tersebut, kami malah dipersulit memasukan 
hasil disposisi proposal kami, malah disuruh 
datang minggu depan untuk mengecek 
proposal kami, dan kami pun sebenarnya 
membutuhkan bantuan tersebut dengan cepat 
dikarenakan bantuan tersebut untuk 
membantu apa yang akan dikerjakan dan juga 
demi memajukan sumber daya manusia. 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2016).” 
Dari hasil wawancara diatas terlihat 
bahwa pengambilan keputusan terkait Dana 
BOS untuk pembiayaan operasional sekolah 
dan biaya pemndidikan Siswa kurang mampu 
sudah baik. Namun, hasil kajian yang 
dilaksanakan oleh peneliti memperlihatkan 
betapa besar dominasi Kepala Sekolah dalam 
penyusunan RAPBS maupun dalam 
pengelolaan dana BOS. Guru dan orang tua 
wali murid hampir tidak pernah diajak dalam 
proses penyusunan RAPBS, sedangkan 
Komite sekolah umumnya hanya ikut 
menandatangani RAPBS yang telah disusun 
sekolah. Hal yang demikian inilah 
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menjadikan fungsi kontrol belum dapat 
berjalan secara efektif. 
e) Program Implementer (pelaksana 
program) 
Dalam menjalankan suatu kebijakan 
atau program harus didukung dengan adanya 
pelaksana kebijakan yang kompeten dan 
kapabel demi kebrhasilan suatu kebijakan. 
Implementasi suatu kebijakan cenderung 
menjadi tidak efektif, meskipun perintah-
perintah implementasi diteruskan 
(ditransmisikan) secar cermat, jelas dan 
konsisten, apabila memiliki kekurangan 
pelaksana program  yang diperlukan untuk 
menjalankan kebijakan-kebijakan. Adapun 
pelaksana yang dimaksud adalah; staf yang 
memadai, keahlian yang baik untuk 
melaksanakan tugas serta wewenang dan 
fasilitas yang diperlukan untuk 
menterjemahkan usul-usul guna 
melaksanakan  pelayanan publik. 
Berdasarkan observasi penelitian 
menunjukkan bahwa jumlah staf masih 
terbilang cukup dalam menjalankan 
kebijakan, mengingat sumberdaya yang 
paling esensial dalam mengimplementasikan 
kebijakan adalah staf.yang cukup serta  
keterampilan-keterampilan dalam penyaluran 
dana bantuan sekolah. Dengan demikian 
tidaklah cukup hanya dengan jumlah 
pelaksana yang memadai untuk 
melaksanakan suatu kebijakan, tetapi harus 
memiliki keterampilan-keterampilan yang 
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.  
Kegagalan yang sering terjadi dalam 
implementasi program salah satunya 
disebabkan oleh karena staf atau aparat yang 
tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak 
kompeten dibidangnya. Dwiyanto (2006:84) 
menyatakan bahwa salah satu faktor 
rendahnya pemberian pelayanan yang 
berkualitas adalah rendahnya sumber daya 
manusia, hal ini dimaksudkan bahwa 
rendahnya kualitas sumber daya manusia 
ditunjukkan dengan ketidakmampuan petugas 
memberikan solusi kepada pelanggannya 
atau lazimnya dikenal dengan melakukan 
tindakan diskresi.   Penambahan jumlah staf 
atau aparat saja tidak mencukupi, akan tetapi 
diperlukan pula kecukupan staf dengan 
keahlian dan kemampuan yang diperlukan 
dalam mengimplementasikan kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh 
kebijakan tersebut. Staf dan kemampuan 
yang minim dalam pengelolaan suatu 
kebijakan, disebabkan oleh minimnya sumber 
daya yang dapat digunakan untuk latihan 
profesional dan variabel lain adalah kesulitan 
merekrut tenaga administrator yang 
kompeten karena akibat gaji, dan jaminan 
kerja yang rendah. 
Kondisi obyektif yang didasarkan pada 
hasil observasi peneliti dilapangan 
menunjukkan bahwa penyaluran dana 
bantuan oprasional sekolah tersebut masih 
dihadapkan pada sistem pengelolaan yang 
belum efektif dan efisien serta kualitas 
sumber daya manusia (staf pelaksana) yang 
profesional belum memadai, sehingga 
berakibat banyaknya keluhan dan pengaduan 
dari dari pihak sekolah maupun dari komite 
sekolah yang menerima bantuan dana sekolah 
, baik secara langsung maupun melalui media 
masa seperti: prosedur yang berbelit-belit, 
tidak ada kepastian jangka waktu penyaluran 
dana bantuan sekolah,  persyaratan yang 
tidak transparan,   yang membuat para 
pemohon bantuan dana sekolah harus kerja 
ekstra untuk menunggu kapan bantuan 
tersebut diberikan kepada pemohon sekolah 
yang menerima bantuan sekolah. 
Adapun hasil wawancara orang tua 
penerima bantuan yang mewakili orang tua 
siswa dengan Bapak Basri  yang mengatakan 
bahwa : 
“Pengelola Dana Bos SMA Negeri 1 
Bambalamotu, saya kurang tau mengenai itu, 
dikarenanakan yang saya tau mereka pasti 
paham mengenai dana BOS tersebut, 
dikarenakan mereka punya pekerjaan 
mengurus hal tersebut, kalau kami sebagai 
orang tua siswa, Cuma menerima bantuan 
dari pemerintah agar tidak membeda-
bedakan antar siswa yang satu dengn yang 
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lainnya itu terbukti karena di SMA Negeri 1 
Bambalamotu tidak ada lagi pungutan dana 
dalam bentuk apapun. (wawancara pada 
tanggal 12 Agustus 2016 ). 
Informasi  tersebut diatas menunjukkan 
tidak memadainya fasilitas yang dimiliki oleh 
pihak implementor dalam 
mengimplementasikan kebijakan penyaluran 
dana bantuan sekolah, sehingga dapat 
diindikasikan menjadi faktor kritis dalam 
implementasi. Dapat dikatakan bahwa 
seorang implementor mungkin memiliki staf 
cukup, mungkin memahami apa yang ia duga 
harus dikerjakan, memiliki sarana dan 
prasarana yang cukup, akan tetapi tidak 
memiliki otoritas untuk melaksanakan 
tugasnya secara memadai dalam menunjang 
pelayanan yang efektif kepada pemohon 
bantuan, implementasi suatu kebijakan tidak 
akan berhasil secara efektif, dikarenakan 
kurangnya pelatihan maupun BIMTEK 
mengenai penyaluran Bantuan Operasional 
Sekolah. 
Pengembangan pelaksana program 
yang berkualitas dilingkungan internal Dinas 
Pendidikan,Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga yang dapat diidentifikasikan 
sebagai kekuatan. Sumberdaya manusia 
merupakan salah satu persoalan mendasar 
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 
Pendidikan di Daerah karena tanpa Sumber 
Daya Manusia yang kuat, akan terjadi 
ketimpangan-ketimpangan dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan 
selanjutnya. Sejak  beberapa Tahun terakhir 
Dinas Pendidikan Daerah telah melakukan 
sejumlah pelatihan teknis tenaga 
kependidikan secara menyeluruh yang tentu 
saja akan merupakan program yang 
berkelanjutan sesuai tuntutan perkembangan 
di era global,  yang akan semakin 
ditingkatkan pada dimasa yang akan datang.  
Tuntutan peningkatan dan 
pengembangan pelaksana program yang 
berkualitas sebagai modal dasar dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsi pada 
satuan kerja di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Mamuju Utara. Adapun 
penyelenggaraan program dan kegiatan 
sampai pada tahun 2016 Dinas Pendidikan 
kabupaten Mamuju Utara SMA Negeri 1 
Bambalamotu dapat dilihat lebih rinci dapat 
dilihat Jika diamati jumlah pegawai tersebut 
berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan 
yang ada, dapat dikatakan bahwa pelaksana 
program yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 
Bambalamotu Kabupaten mamuju Utara 
dimana untuk jenjang Pendidikan S1 
berjumlah 3 orang, untuk SMA berjumlah 5 
Orang .  
Hal tersebut menjadi bukti nyata, 
bahwa pelaksana program yang kurang, dapat 
mempengaruhi implementasi kebijakan yang 
efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
kewenangan, empati dan etika para aparat. 
Dan salah satu unsur utama yang sangat perlu 
dipertimbangkan untuk perbaikan proses 
administrasi proposal pelayanan publik  
adalah masalah staf, namun perlu diingat 
bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara 
otomatis mendorong implementasi kebijakan 
berhasil.  
Hal tersebut disebabkan oleh 
kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh 
para karyawan/pegawai atau para staf. yang 
menangani pelayanan pemohon bantuan 
sekolah serta rendahnya motivasi para staf. 
Hal ini didukung oleh pandangan Luthfi 
(2008:19), bahwa kualitas pelayanan yang 
tidak memadai disebabkan pelayanan publik 
yang disediakan umumnya terbatas, misalnya 
jumlah staf, kualitas tenaga, fasilitas dan 
sarana tidak memadai dan tidak merata. Hal 
ini memberikan suatu isyarat bahwa apabila 
jumlah staf.cukup dengan kualitas tenaga 
yang baik serta fasilitas dan sarana yang 
memadai, maka kualitas pelayanan menjadi 
lebih baik pula. 
Dalam kegiatan manajemen pelaksana 
program dimana pengembangan kualitas 
sumber daya manusia belum banyak 
mendapat perhatian yang serius dalam upaya 
mencapai tujuan organisasi /instansi tertentu. 
Pada hal sumberdaya manusia merupakan hal 
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yang utama dimiliki suatu organisasi, baik 
organisasi pemerintah, maupun organisasi 
non pemerintah. Untuk mengatasi kondisi 
tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan 
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 
secara berkesinambungan demi mewujudkan 
pelayanan publik prima. Upaya pelayanan 
publik dilakukan melalui pembenahan sistem 
pelayanan publik secara menyeluruh dan 
terintegrasi. 
Sejalan dengan hal tersebut, maka 
pengembangan sumber daya manusia 
merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 
kualitas dan profesionalisme dengan jalan 
memotivasi agar tidak hanya menjadi suatu 
objek dan bersifat pasif, akan tetapi sebagai 
subjek yang proaktif dan memiliki 
kemampuan pengetahuan, keterampilan yang 
tinggi, sehingga dapat menghadapi berbagai 
tantangan serta memecahkan masalahnya 
sendiri. 
Pandangan tersebut diatas 
menunjukkan bahwa aspek sumber daya 
perlu lebih ditingkatkan baik dari aspek 
sumber daya manusia maupun dukungan 
dana. Akan tetapi sumber daya yang paling 
esensial dalam mengimplementasikan 
kebijakan adalah staf, dan perlu diketahui 
bahwa sumber pokok terjadinya kegagalan 
implementasi adalah staf yang tidak cukup 
dalam jumlah dan keahlian, sehingga staf 
yang tidak cukup merupakan suatu masalah 
sentral dalam implementasi, akan tetapi 
meskipun jumlah staf cukup untuk 
menjalankan sebuah kebijakan tentu pula 
ditunjang dengan ketrampilan yang 
diperlukan untuk pekerjaan itu sesuai dengan 
kualifikasi standar yang diharuskan. 
Kurangnya personalia yang terlatih dengan 
tepat dapat mengganggu implementasi 
kebijakan, oleh karena itu dapat dikatakan 
bahwa sumber daya mencakup kemampuan 
untuk memenuhi atau menangani sesuatu 
serta tersedianya sumber persediaan, bantuan 
dan sarana yang dihasilkan oleh kemampuan 
atau skill serta hasil pemikiran yang 
bermuara pada kinerja.  
Faktor lain yang bisa muncul sebagai 
penyebab implementasi kebijakan tidak 
efektif antara lain sedikitnya pejabat yang 
mempunyai keterampilan pengelolaan 
dengan asumsi bahwa seringkali mereka 
mempunyai latar belakang profesional ketika 
dinaikkan pangkatnya sampai menduduki 
jabatan administratur, tidak lagi 
menggunakan keterampilan profesional 
mereka, dan jabatan baru diembannya 
seringkali tidak mempunyai keahlian 
penyaluran dan pengelolaan yang dibutuhkan 
bagi kedudukan jabatan yang baru. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa Staf yang kurang 
dan keterampilan yang kurang cukup adalah 
kritis bagi implementasi kebijakan, karena 
semakin teknis kebijakan yang terlihat, maka 
semakin banyak keahlian yang disyaratkan 
pada pihak implementor, semakin 
kekurangan personalia terampil akan 
merintangi implementasi kebijakan 
f) Resources Commited (sumber-sumber 
daya yang digunakan) 
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus 
didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang 
mendukung agar pelaksanaanya berjalan 
dengan baik. Adapun sumber-sumber yang 
dimaksud adalah; fasilitas yang diperlukan 
untuk menterjemahkan usul-usul guna 
melaksanakan  pelayanan publik. 
Hasil wawancara dengan Kepala 
Sekolah SMA Negeri Bambalamotu Bapak 
Amiruddin, S.Pd menyatakan bahwa;  
“Disamping staf pengelola yang kami 
ikutkan dalam pelatihan tentang pengelolaan 
Dana BOS, sekalipun masih sangat kurang, 
juga sarana lainnya seperti kendaraan roda 
dua, computer, Alat Tulis kantor dan fasilitas 
lain yang dianggap bisa mempercepat proses 
pengelolaan Dana BOS. (wawancara pada 
tanggal 20 Agustus 2016) 
Sebagai kesimpulan bahwa Isi 
Kebijakan (Content of Policy) yakni adanya 
kepentingan-kepentingan yang 
mempengaruhi, tipe mamfaat, derajat 
perubahan yang diinginkan, Pelaksana 
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program dan sumber-sumber daya yang 
digunakan  belum  maksimal karena mulai 
dari penentuan kriteria Siswa miskin belum 
akurat dan mengakibatkan masih banyaknya 
Siswa yang lebih tidak mampu tapi tidak 
mendapatkan Bantuan Dana BOS, 
Pengelolaan yang lambat akhirnya proses 
penciran selanjutnya ikut terlambat, 
pemamfaatan sesuai dengan 13 komponen 
yang dapat dibiayai melalui Dana Bos belum 
terakomodir, seperti penyediaan sarana bahan 
ajar yang dibutuhkan, serta honorarium 
tenaga pendidik non PNS masih simpang 
siur. Diakibatkan oleh pelaksana program 
masih kurang terampil dan fungsi 
pengawasan sangat kurang. Tidak ada 
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas 
dalam proses implementasi anggaran di 
semua tingkat penyelenggara. 
  
Context Implementation (Lingkungan 
Implementasi) 
Sisi lain dari masalah kebijakan dan 
mencapai tujuan program dalam lingkungan 
tertentu adalah responsitas. Idealnya, institusi 
publik seperti birokrasi harus responsif 
terhadap kebutuhan yang paling memadai 
bagi mereka untuk melayani mereka. Selain 
itu, tanpa responsitas yang cukup selama 
pelaksanaan, pejabat publik yang kehilangan 
informasi untuk mengevaluasi pencapaian 
program dan dukungan dapat berarti bahwa 
tujuan kebijakan tidak tercapai karena 
intervensi dari individu-individu atau 
kelompok yang sama, baik dalam rangka 
memperoleh spesifik jenis barang dan jasa 
dalam jumlah yang lebih besar atau untuk 
menghalangi pemenuhan program tertentu 
yang tidak dapat diterima oleh mereka 
sebagai menguntungkan.  
Hal yang muncul dalam sejumlah studi 
kasus adalah sejauh mana rejim politik dan 
organisasi administratif berkomitmen dan 
memiliki kekuatan untuk menerapkan 
kebijakan mereka. Pada masalah ini terjadi 
desentralisasi atau, di sisi lain, dikendalikan 
dari pusat politik atau birokrasi negara. Ini 
menunjukkan bahwa pertimbangan konteks 
tindakan administratif juga melibatkan 
variabel seperti struktur lembaga-lembaga 
politik dan jenis rezim di mana kebijakan 
atau program dicapai. Hal-hal ideologi, 
budaya, aliansi politik dan hadiah, dan acara 
internasional pengaruh lingkungan lain yang 
mungkin juga memiliki dampak yang cukup 
besar pada proses administrasi, apalagi 
program tidak dilaksanakan secara terpisah 
dari kebijakan publik lainnya, keberhasilan 
sebuah program dengan mudah dapat 
dipengaruhi oleh prioritas pejabat politik atau 
hasil dari program lain. 
Faktor lingkungan kebijakan (context of 
implementation) mencakup seberapa besar 
kekuatan, kepentingan, dan strategi yang 
dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan, karakteristik 
institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan 
tingkat kepatuhan dan responsivitas 
kelompok sasaran. Dalam suatu kebijakan 
perlu diperhitungkan pula kekuatan atau 
kekuasaan oleh para actor yang terlibat guna 
memperlancar jalannya pelaksanaan suatu 
implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak 
diperhitungkan dengan matang, sangat besar 
kemungkinan program yang hendak 
diimplementasikan akan jauh arang dari api.  
a) Power, interest, and strategy of actor 
Involved (kekuasaan, kepentingan-
kepentingan, dan strategi dari actor yang 
terlibat). 
Dalam suatu kebijakan perlu 
diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan, 
kepentingan, serta strategi yang digunakan 
oleh para aktor yang terlibat guna 
memperlancar jalannya peleksanaan suatu 
implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak 
diperhitungkan dengan matang sangat besar 
kemungkinan program yang hendak 
diimplementasikan akan sulit terealisasi.   
Hasil yang diuraikan menggambarkan 
bahwa implementrasi Program Dana BOS 
SMA Negeri 1 Bambalamotu di Kabupaten 
Mamuju Utara yang dilihat dari 
segilingkungan kebijakan (context of 
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implementation) sudah dijalankan 
dengankekuatan, kepentingan, dan strategi 
yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat 
dalam implementasi kebijakan. Hal itu dapat 
dilihat dari adanya kewenangan pelaksana 
dalam menjalankan kebijakan serta 
melakukan beberapa strategi yang berusaha 
meyakinkan masyarakat atas pentingnya 
pendidikan dan dukungan terhadap proses 
belajar mengajar di SMA Negeri 1 
Bambalamotu. 
Kekuasaan dan kepentingan dalam 
lingkup lingkungan Program Dana BOS ini 
telah ditunjukkan dengan menjalankan 
kewenangan yang didapatkan dari kebijakan 
tersebut, di mana dengan adanya kebijakan 
tersebut para pelaksana dapat menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan 
ditentukan oleh seberapa besar lingkungan 
implementasi dapat mempengaruhinya. 
Lingkungan dimana sutau kebijakan 
tersebut dilaksanakan juga berpengaruh 
terhadap keberhasilan kebijakan tersebut, 
maka perlu diperhatikan karakteristik dari 
suatu lembaga dan rezim yang akan turut 
mempengaruhi suatu kebijakan. Rezim 
adalah sesuatu yang mengatur perilaku dari 
anggota berkaitan dengan suatu isu dan 
menentukan yang mana saja sesuatu yang 
dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan 
serta bagaimana penyelesaiannya.  
Keberhasilan implementasi perlu 
didukung oleh berbagai aspek terutama 
lingkungan implementasi, dan para pelaksana 
benar-benar harus memahami karakteristik 
penguasa di lingkungannya. Karakteristik 
dari rezim yang berkuasa, akan berpengaruh 
pada kebijakan yang diambil artinya para 
pelaksana Program Dana BOS dapat 
menjalankan dengan baik jika penguasa 
mendukungnya. Apabila rezim yang berkuasa 
mengedepankan kepentingan rakyat, maka 
Program Dana BOS akan dengan mudah 
terwujud. Namun yang terjadi akan 
sebaliknya apabila rezim lebih 
mengutamakan kepentingan kelompok atau 
pribadi. Dalam keadaan ini rakyat yang betul-
betul tidak mampu justru tidak menjadi 
prioritas utama, sehingga rakyat menjadi 
korban dari rezim yang berkuasa, untuk itu 
para penguasa yang menjalankan Program di 
Kabupaten Mamuju Utara perlu mendukung 
aktivitas yang dilakukan oleh  Sekolah 
termasuk SMA Negeri 1 Bambalamotu, oleh 
sebab itu pelaksana kebijakan harus peka 
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka 
disimpulkan bahwa implementasi Dana BOS 
SMA Negeri 1 Bambalamotu di Kabupaten 
Mamuju Utara sudah dijalankanberdasarkan 
kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang 
dimiliki oleh para aktor yang terlibat dan 
menekankan pada kepentingan masyarakat, 
namun masih belum maksimal dengan 
adanya masyarakat kurang mampu yang tidak 
terdaftar dalam pembiayaan Dana BOS. 
b) Institution and Regime Characteristic 
(karakteristik lembaga dan rezim yang 
berkuasa). 
Lingkungan dimana suatu kebijakan 
tersebut dilaksanakan juga berpengaruh 
terhadap keberhasilan implementasi 
kebijakan, maka salah satunya adalah 
karakteristik lembaga dan rezim yang 
berkuasa sangat menentukan, seperti susunan 
pelaksana kebijakan, fungsi-fungsi dalam 
suatu lembaga, dan keperpihakan lembaga 
terhadap program. 
Selanjutnya dapat dilihat permasalahan 
tentangkarakteristik lembaga dan penguasa 
dalam Implementasi Program Dana BOS 
SMA Negeri Bambalamotu di Kabupaten 
Mamuju Utara. Untuk itu dapat dilihat dari 
hasil wawancara denganBapak Hainur l, S.Pd 
Ing. selaku Kepala Kepala Bidang 
Pendidikan Menengah mengatakan bahwa: 
“Karakteristik pelaksana implementasi 
kebijakan, saya tidak mengetahui hal itu 
yang mungkin lebih paham yaitu Kepala 
Sekolah dan pegawainya kerena merekalah 
pelaku agen pelaksana dari implementasi 
kebijakan itu sendiri (Wawancara, 25 
Agustus 2016). “ 
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Uraian hasil wawancara yang 
dikemukakan di atas menggambarkan bahwa 
dalam implementasi Program Dana BOS 
SMA Negeri 1 Bambalamotu di Kabupaten 
Mamuju Utara menunjukkan 
bahwakarakteristik pelaksana kebijakan ini 
mendapat respon kurang positif dari 
masyarakat, karena dibenak masyarakat 
bahwa masalah Dana BOS itu hanya pihak 
sekolah saja yang tahu.Respon yang kurang 
positif dari masyarakat disebabkan oleh 
rendahnya kualitas pengelolalaan dan 
transparansi yang diberikan oleh aparatur 
pemerintah, sehingga membuat masyarakat 
menganggap bahwa pelayanan yang 
diberikan terkait Dana Bos sering terlambat 
dan tidak terbuka. 
Hasil yang didapatkan menggambarkan 
bahwa karakteristik lembagapelaksana 
kebijakan yang dalam hal ini SMA Negeri 1 
Bambalamotu sudah berjalan berdasarkan 
karakteristiknya dengan menjalankan 
kebijakan secara struktural dan berdasarkan 
prosedur pelaksanaannya dan juga sidah 
berdasarkan Petunjuk Teknis yang ada. Hal 
ini penting karena dampak implementasi 
kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri 
yang tepat serta cocok dengan para agen 
pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan 
konteks implementasi kebijakan yang akan 
dilaksanakan, di mana pelaksana kebijakan 
yang ketat berdaskan aturan. Hal tersebut 
memerlukan pelaksana yang demokratis dan 
persuasif.  
Berdasarkan uraian yang dikemukakan, 
disimpulkan bahwa karakteristik lembaga 
yang mengimplementasikan Program Dana 
BOS SMA Negeri 1 Bambalamotu di 
Kabupaten Mamuju Utara sudah 
menjalankan kebijakan sesuai aturan 
pelaksanaannya, yang dijalankan berdasarkan 
struktur dan prosedur atau petunjuk teknis 
yang ditetapkan sehingga menunjukkan 
implementasi Program Dana Bos dapat 
berjalan sesuai aturan pelaksanaannya. 
c) Compliance and Responsivenes (tingkat 
kepatuhan dan adanya respon dari 
pelaksana). 
Selanjutnya, dapat dilihat 
masalahtingkat kepatuhan dan responsivitas 
daya tanggap masyarakat dalam 
implementasi Program Dana BOS SMA 
Negeri 1 Bambalamotu di Kabupaten 
Mamuju Utara. Untuk itu dapat dilihat dari 
hasil wawancara dengan Harli Bendahara 
SMA Negeri 1 Bambalamotu mengatakan, 
bahwa: 
“Kalau masalah kepatuhan dan kepedulian 
sangat kami kedepankan dalam pelayanan, 
tetapi kadang masyaratakat juga biasa tidak 
sabar, kalau masalahnya kadang terlambat 
kami sangat akui tapi bukan berarti 
disengaja, tetapi itu adalah fakto nonteknis.  
(Wawancara, pada tanggal 3 Juli 2016).” 
Hasil tersebut menerangkan bahwa 
pihak dari SMA Negeri 1 Bambalamotu 
sebagai pelaksana pengelola Dana BOS yang 
dalam hal ini pemberi layanan telah 
menunjukkan ketanggapan mereka dalam 
memberikan layanan dan pemahaman serta 
tidakan kepada masyarakat yang dalam hal 
ini merupakan sasarana kebijakan Dana BOS 
SMA Negeri 1 Bambalamotu, karena tujuan 
dari kebijakan ini sendiri adalah agar para 
Guru baik yang PNS maupun Non PNS, 
Siswa maupun masyarakat orang tua 
Siswadapat memahami alur atau aturan 
pengelolaannyakarena atas dasar itu aparat 
sangat mengedepankan daya tanggap, baik 
dari prosedur maupun sikap yang kami 
tunjukkan. 
Hasil yang diuraikan menggambarkan 
bahwa tingkat kepatuhan para Pelaksana 
Program Kabupaten Mamuju Utara masih 
rendah, hal ini tunjukkan oleh adanya 
komplain dilakukan oleh masyarakat yang 
kurang sesuai dengan perencanaan dan 
pelaksanaanya, termasuk tidak adanya 
koordinasi kepada Pihak Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.  
Sementara untuk melihat keberhasilan 
kebijakan Program dana BOS SMA Negeri 1 
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Bambalamotu di Kabupaten Mamuju Utara, 
diperlukan keterbukaan para pelaksana dan 
partisipasi masyarakat yang ditunjukkan 
melalui kepatuhan terhadap tujuan kebijakan. 
Hal lain yang dirasa penting dalam proses 
pelaksanaan suatu kebijakan adalah 
kepatuhan dan respon dari para pelaksana. 
Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan 
diterapkan, maka akan dapat diketahui 
apakah para pelaksana kebijakan dalam 
membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa 
yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah 
terdapat tingkat perubahan yang terjadi.  
Selain itu kelompok sasaran diharapkan 
dapat berperan aktif terhadap program yang 
dijalankan oleh pelaksana tersebut, karena 
hal ini akan sangat mempengaruhi 
pelaksanaan program kebijakan. Pada 
dasarnya program yang dilakukan adalah 
demi kepentingan rakyat, sehinggga publik 
disini diharapkan dapat merasakan program 
pemerintah.  
Sementara dilain pihak, dari kurangnya 
koordinasi pelaksana program,baik kepada 
Pihak Dinas Pendidikan dan masyarakat 
sekitar SMA Negeri Bambalamotu 
menyebabkan banyaknya siswa yang miskin 
tetapi belum mendapatkan bantuan program 
Dana BOS, sehingga banyaknya masyarakat 
yang protes.  
Menindaklanjuti uraian yang 
dikemukakan, disimpulkan bahwa tingkat 
kepatuhan dan daya tanggap dalam 
implementasi Program dana BOS SMA 
Negeri 1 Bambalamotu Kabupaten Mamuju 
Utara belum berjalan dengan maksimal, 
artinya pelaksana kebijakan menunjukkan 
masih rendahnya daya tanggap terhadap 
keinginan masyarakat, dan kurang 
tanggapnya para pelaksana program terhadap 
kebutuhan sekolah, termasuk kebutuhan dari 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 
Berdasarkan uraian pembahasan 
kaitannya dengancontext implementation 
(lingkungan implementasi) dalam 
implementasi Program SMA Negeri 1 
Bambalamotu Kabupaten Mamujun Utara 
disimpulkan bahwa context implementation 
(lingkungan implementasi) dalam penelitian 
ini belum dijalankan secara maksimal, 
karenatingkat kepatuhan pelaksana kebijakan 
yang rendah mengakibatkan program Dana 
BOS belum tepat saran sesuai dengan 
peruntukan dan kebutuhan sekolah, namun di 
sisi lain dalam halkekuasaan, kepentingan, 
dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 
yang terlibat sudah dijalankan dengan baik 
dan menekankan pada kepentingan 
masyarakat dan kebutuhan sarana dan 
prasarana, khususnya kebutuhan Siswa, 
Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan serta 
Kebutuhan Sekolah lainnya, 
sertakarakteristik lembaga yang 
mengimplementasikan kebijakan sudah 
menjalankan kebijakan sesuai aturan 
pelaksanaannya berdasarkan struktur dan 
prosedur yang ditetapkan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Implementasi Program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 
Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara 
bahwa Isi Kebijakan (Content of Policy)  
belum  maksimal karena mulai dari 
penentuan kriteria Siswa miskin belum akurat 
dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah (RAPBS), mengakibatkan 
masih banyaknya Siswa yang lebih tidak 
mampu tapi tidak mendapatkan Bantuan 
Dana BOS, Pengelolaan yang lambat 
akhirnya proses pencairan selanjutnya ikut 
terlambat, pemanfaatan sesuai dengan 13 
komponen yang dapat dibiayai melalui Dana 
Bos belum terakomodir, seperti penyediaan 
sarana bahan ajar yang dibutuhkan, serta 
honorarium tenaga pendidik non PNS masih 
simpang siur. Diakibatkan oleh pelaksana 
program masih kurang terampil dan fungsi 
pengawasan sangat kurang. Tidak ada 
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas 
dalam proses implementasi anggaran di 
semua tingkat penyelenggara. 
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Dancontext implementation 
(lingkungan implementasi) dalam penelitian 
ini belum dijalankan secara maksimal, 
karenatingkat kepatuhan pelaksana kebijakan 
yang rendah mengakibatkan program Dana 
BOS belum tepat sasaran sesuai dengan 
peruntukan dan kebutuhan sekolah, namun di 
sisi lain dalam halkekuasaan, kepentingan, 
dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 
yang terlibat sudah dijalankan dengan baik 
dan menekankan pada kepentingan 
masyarakat dan kebutuhan sarana dan 
prasarana, khususnya kebutuhan Siswa, 
Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan serta 
Kebutuhan Sekolah lainnya, 
sertakarakteristik lembaga yang 
mengimplementasikan kebijakan sudah 
menjalankan kebijakan sesuai aturan 
pelaksanaannya berdasarkan struktur dan 
prosedur yang ditetapkan. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan yang 
didapatkan, maka disarankan kepada: 
1) Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Bambalamotu agar memperhatikan 
content of policy (isi kebijakan) dengan 
melakukan inovasi untuk merubah sikap 
dan perilaku pelaksana dan  masyarakat 
dalampengelolaan Dana BOSdengan 
meningkatkan kualitas SDM melalui 
pendidikan dan pelatihan serta menambah 
SDM dan menempatkannya sesuai dengan 
pendidikan yang dimilikinya. 
2) Pada context implementation (lingkungan 
implementasi) disarankan kepada Kepala 
SMA Negeri 1 Bambalamotu untuk 
memperhatikan petunjuk teknis dalam 
pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 
Bambalamotu. 
3) Kepala SMA Negeri 1 
Bambalamotudalam membuat Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah (RAPBS) agar melibatkan 
Masyarakat (Komite Sekolah) dan guru-
guru serta memberikan pengawasan 
pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 
Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.  
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